BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Konflik bersenjata merupakan peristiwa yang sering terjadi selama sejarah
peradaban manusia. Konflik bersenjata dilakukan manusia apabila terjadi
persengketaan antara pihak-pihak berkuasa yang hanya dapat diselesaikan
melalui peperangan. Konflik bersenjata dapat menyebabkan berjatuhnya
korban jiwa, masyarakat dalam pihak perang kehilangan tempat tinggalnya
akibat lokasi tempat tinggalnya dijadikan medan perang serta alat dan metode
peperangan (means and methods of warfare) yang dipakai pihak dalam konflik
bersenjata menimbulkan penderitaan dan korban jiwa yang berlebihan. Hukum
humaniter merupakan bidang hukum yang mengatur agar penderitaan dalam
konflik bersenjata berkurang. Hukum humaniter tidak bermaksud untuk
melarang konflik bersenjata karena peperangan adalah suatu kenyataan yang
tidak dapat dihindari. Namun, hukum humaniter memiliki tujuan agar konflik
bersenjata memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan serta membatasi alat dan
metode peperangan yang digunakan manusia agar mengurangi penderitaan

yang tidak perlu.

2. Selain manusia, hewan merupakan makhluk hidup lainnya yang dapat terlibat
dalam konflik bersenjata sebagai alat peperangan karena kemampuan
alamiahnya sehingga membantu kombatan manusia dalam pertempuran di
medan perang namun status hewan tersebut belum jelas karena hukum
humaniter internasional tidak mengatur mengenai penggunaan hewan sebagai
alat peperangan dalam hukum humaniter internasional.Sumber-sumber hukum
humaniter internasional seperti Konvensi Den Haag dan Konvensi Jenewa

mengatur mengenai status-status dalam konflik bersenjata seperti kombatan,
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warga sipil, objek sipil dan objek militer namun penggunaan hewan sebagai alat
peperangan tidak jelas masuk ke dalam status kombatan atau status lainnya
karena hukum humaniter internasional hanya mengatur kepentingan manusia
saja dalam konflik bersenjata sehingga memperlihatkan bahwa hukum
humaniter internasional bersifat antroposentris karena dibentuk pada zaman

perlindungan hewan belum terlalu diperhatikan.

Konvensi Den Haag mengklasifikasikan hewan sebagai properti dan Protokol
Tambahan | Konvensi Jenewa Tahun 1977 mengkategorikan hewan sebagai
objek sehingga hukum humaniter internasional memandang hewan sebagai
objek meskipun hewan merupakan makhluk hidup. Dalam Konvensi Den Haag,
hewan termasuk properti musuh yang tidak boleh dihancurkan dan disita
sedangkan Protokol Tambahan | Konvensi Jenewa Tahun 1977 hewan dapat
termasuk objek yang sangat penting bagi kelangsungan hidup warga sipil,
lingkungan alam dan cagar budaya sehingga hewan dilindungi sebagai objek
sipil. Status hewan yang dilindungi sebagai objek sipil tersebut dapat berubah
menjadi objek militer apabila hewan tersebut memberikan kontribusi efektif
pada aksi militer dan penghancuran, penguasaan atau netralisasinya secara total
atau sebagian, dalam situasi yang mengemuka pada saat itu, memberikan
keuntungan militer pasti sehingga penggunaan hewan sebagai alat peperangan
yaitu saranayang digunakan pihak dalam konflik bersenjata untuk
menimbulkan kerusakan atau penyerangan pada musuhnya selama perang yang
mencakup semua senjata (semua jenis hewan), dan mencakup sistem senjata
serta pengirimannya (menggunakan hewan) sehingga bersifat memberikan
kontribusi efektif pada aksi militer maka hewan yang digunakan sebagai alat

peperangan merupakan objek militer yang sah.
Hewan yang digunakan sebagai alat peperangan meskipun bertempur seperti

kombatan manusia pada umumnya tidak dapat dikategorikan sebagai kombatan

karena hukum humaniter internasional memandang hewan sebagai objek
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sehingga hewan yang dijadikan alat peperangan dianggap sebagai objek militer
serta Protokol Tambahan | Konvensi Jenewa Tahun 1977 mengatur bahwa yang
dapat menjadi angkatan perang adalah manusia dan bukan hewan yang
digunakan untuk menyerang yang tidak memiliki kemampuan untuk
membedakan musuh yang sehat dan yang hors de combat. Hewan juga tidak
memiliki kesukarelaan dalam memilih menjadi angkatan perang karena hewan
sebagai alat peperangan hanya dianggap sebagai mekanisme pengiriman
serangan yang dikendalikan oleh manusia. Hewan yang digunakan sebagai alat
peperangan tidak memiliki kemampuan untuk membedakan dirinya dengan
warga sipil sehingga tidak memiliki hak untuk menjadi tawanan perang serta
banyak pasal-pasal dalam Konvensi Jenewa Ill tentang Perlakuan Tawanan
Perang tidak cocok diterapkan terhadap hewan. Hal ini memperlihatkan bahwa
hewan sebagai alat peperangan tidak cocok dimasukan kedalam status

kombatan dan hanya cocok menjadi objek militer.

Hewan sebagai alat peperangan merupakan objek militer yang sah
menyebabkan hewan tersebut tidak mendapatkan perlindungan dari beberapa
prinsip-prinsip hukum humaniter yang melindungi kombatan pada umumnya.
Salah satunya adalah Prinsip larangan menimbulkan penderitaan yang tidak
perlu (prohibition on the infliction of unnecessary suffering) dan Prinsip
larangan menyerang terhadap mereka yang hors de combat (prohibition of
attacks against those hors de combat). Hal ini bertentangan dengan Universal
Declaration of Animal Rights 1978 yang memandang hewan sebagai makhluk
hidup yang memiliki hak yang sama seperti manusia dan melindungi hewan
dari perlakuan tindakan yang kejam. Menurut hukum humaniter hewan sebagai
alat peperangan merupakan objek militer yang sah untuk diserang. Namun,
untuk menghindari sasaran tindakan yang kejam, Pasal 52 ayat 2 Protokol
Tambahan | Konvensi Jenewa Tahun 1977 mengatur penghancuran,
penangkapan dan netralisasi objek militer, maka dalam menghadapi hewan

sebagai alat peperangan harus mempertimbangkan penangkapannya terlebih
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dahulu dan hewan dapat diserang atau dibunuh apabila berdasarkan
kepentingan militer penyerangan tersebut memberikan keuntungan militer yang
sangat pasti. Apabila sudah ditangkap hewan seharusnya tidak dibunuh karena
mereka sudah tidak bisa lagi berkontribusi terhadap aksi militer dan dihindari
dari bentuk perlakuan kejam, penyiksaan dan mutilasi serta dibebaskan.
Meskipun hewan sebagai objek militer tidak mendapat perlindungan maksimal
dari hukum humaniter, namun sebisa mungkin dihindari dari perlakuan
tindakan kejam seperti yang dikemukakkan dalam Universal Declaration of
Animal Rights 1978 dan mempertimbangkan penangkapan hewan
dibandingkan penghancuran hewan sesuai Pasal 52 ayat 2 Protokol Tambahan
I Konvensi Jenewa Tahun 1977 yang memberikan opsi untuk menangkap objek

militer.

5.2 Saran

Saran dari penulis adalah kedepannya terdapat peraturan hukum humaniter
internasional yang dapat mengatur mengenai penggunaan hewan dalam konflik
bersenjata dan disesuaikan dengan Universal Declaration of Animal Rights 1978
sehingga hukum humaniter tidak memandang hewan sebagai objek lagi melainkan
sebagai makhluk hidup seperti manusia agar hewan yang digunakan sebagai alat
peperangan dapat dikategorikan sebagai kombatan hewan sehingga prinsip-prinsip
hukum humaniter internasional yang berlaku terhadap kombatan manusia juga
berlaku terhadap kombatan hewan sehingga mengurangi penderitaan hewan yang

memiliki keterlibatan dalam konflik bersenjata.
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